KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019 DS:9025-2765-6507-3476
NOMOR : SP DIPA- 013.01.2.408892/2019

A. Dasar Hukum: . .
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 07
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal - 06 Desember 2019

3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

2. Unit Organisasi . (01) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi :(21) MALUKU

4. Kode/Nama Satker : (408892) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Sebesar : Rp. 11.887.139.000 ( SEBELAS MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
013.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Rp. 11.887.139.000
013.01.01.1558 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Rp. 11.887.139.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 11.887.139.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN AMBON (061) Rp. 11.887.139.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
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Jakarta, 05 Desember 2018
AN MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA-013.01.2.408892/2019

IA. INFORMASI KINERJA

:(013)  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
: (01) SEKRETARIAT JENDERAL

1 (21) MALUKU
: (408892) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Pejabat Penanda Tangan SPM

DS:9025-2765-6507-3476

: ANDI NURKA
: MAICHEL WILLLIAM HUWAE
: BURHAZIR ZAMDA R

Halaman : |1A.1

1 Fungsi
Sub Fungsi

2 Program

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Output Program
Indikator Output Program
Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Output Kegiatan
Indikator Output Kegiatan

03
03.03
013.01.01

01

01
02
03

01
01
1558
01

01

02
03
04
05
06
07

1558.777
06

05
03
02
01

04

KETERTIBAN DAN KEAMANAN
PEMBINAAN HUKUM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum
dan HAM
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Nilai Reformasi Birokrasi
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM

Indeks Kepuasan Layanan Internal Kementerian Hukum dan HAM

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan
transparan.

Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.

Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel

Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan

Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel.

Jumlah Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar
Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan
kebutuhan

Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja

Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada
masyarakat

Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel

Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel

Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan
transparan

Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan

7,1
85
85

2,52

1 Layanan
1

11.887.139.000
11.887.139.000
11.887.139.000

indeks
Nilai RB
Nilai LAKIP

indeks
11.887.139.000

824.539.000

Layanan

Layanan

Layanan
Layanan
Dokumen

Layanan




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.01.2.408892/2019

DS:9025-2765-6507-3476
IA. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Kuasa Pengguna Anggaran : ANDI NURKA
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL Bendahara Pengeluaran : MAICHEL WILLLIAM HUWAE
Provinsi 1 (21) MALUKU Pejabat Penanda Tangan SPM : BURHAZIR ZAMDA R
Kode/Nama Satker : (408892) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON
Halaman : |A.2
Output Kegiatan 1558.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 11.062.600.000
Indikator Output Kegiatan 01 Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.01.2.408892/2019

DS:9025-2765-6507-3476

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (408892) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2019 Rp. 11.887.139.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 11.887.139.000 (2) RPLN uUss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. 0 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.01.2.408892/2019

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:9025-2765-6507-3476

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (408892) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON Halaman : II. 1
Kewenangan - (KD) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
408892 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON 8.405.256 3.481.883 - - - 11.887.139
013.01.01|Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 8.405.256 3.481.883 R R R 11.887.139
Kementerian Hukum dan HAM
1558|Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 8.405.256 3.481.883 R R R 11.887.139
HAM
1558.777 [Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja - 824.539 - - - 824.539] 21.51
01(RM - 824.539 - - - 824.539] 061
1558.994 Layanan Perkantoran 8.405.256 2.657.344 - - - 11.062.600 21.51
01(RM 8.405.256 2.657.344 - - - 11.062.600[ 061
JUMLAH 8.405.256 3.481.883 - - - 11.887.139

Jakarta, 05 Desember 2018

Sekretaris Jenderal

ttd.

Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001



Kementerian Negara/Lembaga : (013)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.01.2.408892/2019
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DS:9025-2765-6507-3476

Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (21) MALUKU
| Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (408892) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1| a0ssg2  |KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM AMBON
RENCANA PENARIKAN DANA 648.117| 773.903 1.083.077| 888.499 1.372.759 933.540 1.327.482 749.889 984.473 801.229 825.178 1.498.993 11.887.139
51 BELANJA PEGAWAI 453.228 551.102) 589.427| 655.736 1.100.111] 609.845) 1.082.915 590.022) 569.982) 572.107 596.284 1.034.497| 8.405.256
52 BELANJA BARANG 194.889 222.801 493.650] 232.763] 272.648) 323.695) 244.567 159.867| 414.491 229.122] 228.894 464.496 3.481.883
013.01.01.1558 Penge|0|aan Administratif dan Fasilitatif 648.117| 773.903 1.083.077| 888.499 1.372.759 933.540 1.327.482 749.889 984.473 801.229 825.178 1.498.993 11.887.139
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM
51 BELANJA PEGAWAI 453.228 551.102) 589.427| 655.736 1.100.111] 609.845) 1.082.915 590.022] 569.982) 572.107 596.284 1.034.497| 8.405.256
52 BELANJA BARANG DAN BARANG 194.889) 222.801 493.650 232.763 272.648 323.695 244,567 159.867| 414.491 229.122) 228.894 464.496 3.481.883

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal

ttd.

Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408892/2019

IWVA.BLOKIR DS:9025-2765-6507-3476

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi
Provinsi

Kode dan Nama Satker

: [01] SEKRETARIAT JENDERAL
[21] MALUKU
: [408892] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman: IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE

URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408892/2019

IWB.CATATAN DS:9025-2765-6507-3476

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi
Provinsi

Kode dan Nama Satker

: [01] SEKRETARIAT JENDERAL
[21] MALUKU
: [408892] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman: IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE

URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001



